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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
  

 A. PENJELASAN UMUM  

Profil dan 
Kebijakan 
Teknis 

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS 

   Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga 

pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden  Nomor 192 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 

2023. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014  tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk 

membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan 

bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan 

masukan/solusi.  

Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti 

BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai 

tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan 

untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan  

sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden 

dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi 

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP). 
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Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP 

adalah sebagai berikut: 

● Kepala Perwakilan : Dr. Felix Joni Darjoko, Ak., M.EcDev 

● Kepala Bagian Tata Usaha : Dwi Haryono, S.Kom 
 

● Koordinator Bidang IPP : Rizal, Ak 

● Koordinator Bidang APD : Arief Hidayat, S.E. 

● Koordinator Bidang AN : Hendri Kurniawan., Ak.,M.EcDev 

● Koordinator Bidang Investigasi : I Ketut Arsa, S.E., M.Si. 

● Koordinator Bidang Program,  
Pelaporan dan Pembinaan APIP 

: Deni Erwanto., S.E., M.Acc. 

● Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
dan Umum 

: Dasril Azhar 

● Kepala Sub Koordinator 
Keuangan 

● Kepala Sub Koordinator 
Kepegawaian 
 
 

: 
 
: 

Melki Saul IC Manafe., S.Si., M.Pd. 
 
Amelya Ardiani, S.E 
 

 

  

Pendekatan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan per 30 Juni 2023 ini merupakan laporan yang 

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP.  Laporan 

Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

SAKTI terdiri dari beberapa modul Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (SPAN) meliputi Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul 

Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, 

Modul Pelaporan dan Modul Administrator. SAKTI dirancang untuk 

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas dan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya 

untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara  serta laporan 

manajerial lainnya. 
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Basis 
Akuntansi 

A.3. BASIS AKUNTANSI 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara menerapkan basis akrual 

dalam penyusunan dan  penyajian  Neraca,  Laporan  Operasional,  dan  

Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan 

penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi 

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

 
Dasar 
Pengukuran 

A.4. DASAR PENGUKURAN 

Pengukuran adalah  proses  penetapan  nilai  uang  untuk  mengakui  dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang 

diterapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam 

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan 

menggunakan nilai perolehan historis. 

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset 

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Kebijakan 
Akuntansi 

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Utara telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang 
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dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan  penyajian 

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan 

keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di 

samping  itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan adalah sebagai berikut: 

Pendapatan
-LRA 

(1) Pendapatan-LRA 

⮚  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah 

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh pemerintah pusat. 

⮚  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum 

Negara (KUN). 

⮚  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

⮚  Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

Pendapatan
-LO 

(2) Pendapatan-LO 

⮚  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

⮚  Pendapatan-LO  diakui pada saat  timbulnya  hak  atas pendapatan  

dan/atau  pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk 

sumber daya ekonomi.  Secara khusus pengakuan pendapatan-LO 

pada  BPKP adalah sebagai berikut: 

▪ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai 

dilaksanakan. 

▪ Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara 

nilai dan periode waktu sewa. 

▪ Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui 
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pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

⮚  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

⮚  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

Belanja (3) Belanja 

⮚  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. 

⮚  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  

⮚  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan 

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN). 

⮚  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

Beban (4) Beban 

⮚  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

⮚  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi 

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

⮚  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Aset (5) Aset  

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka 

Panjang, dan Aset Lainnya. 
Aset Lancar a. Aset Lancar 

⮚  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas 

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan 
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menggunakan kurs Utara BI pada tanggal neraca. 

⮚  Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
▪ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti 

Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat 
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah 
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

▪ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa 
yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah 
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas 
serta jumlahnya bisa diukur secara handal. 

⮚  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan 
membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan 
tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan 
berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan 
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: 

Kualitas 

Piutang 
Uraian 

Tarif 

Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 

tempo 
0,5% 

Kurang 

Lancar 

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 

Pertama tidak dilakukan pelunasan 
10% 

Diragukan 
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 

Kedua tidak dilakukan pelunasan 
50% 

Macet 

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia 

Urusan Piutang Negara/DJKN 

100% 

⮚  Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua 

belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai 

Bagian Lancar Tagihan TGR.  

⮚  Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada 

tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, 

apabila diperoleh dengan pembelian. 

Aset Tetap b. Aset Tetap 

⮚  Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau 

harga wajar. 
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⮚  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi sebagai berikut: 

▪ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan 

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

▪ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya 

sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima 

juta rupiah); 

▪ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai 

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai 

biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, 

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi 

perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 

⮚  Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian 

kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali 

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik 

Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, 

Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa 

Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian 

Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang 

diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam 

ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada 

Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan 

Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi 

dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, 

dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian 

Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan 

waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan 

survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa 
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survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. 

⮚  Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 

2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna 

menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai 

Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar. 

⮚  Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan 

baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal 

nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku 

sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah 

ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap 

revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih 

tersebut diakui sebagai  pengurang ekuitas pada Laporan 

Keuangan. 

⮚  Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan 

zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin 

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum 

tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

⮚  Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, 

dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang 

BMN/BMD. 

⮚  Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat 

sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat 

pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara. 
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Penyusutan 
Aset Tetap c. Penyusutan Aset Tetap 

⮚   Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  
sehubungan  dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari 
suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan 
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap 
Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

⮚   Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, 
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang 
dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau 
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan 
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. 

⮚   Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap  
dilakukan  setiap akhir semester tanpa memperhitungkan 
adanya nilai residu. 

⮚   Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  
menggunakan  metode  garis lurus yaitu dengan 
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap 
secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

⮚   Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  
berpedoman  pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka 
Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada 
Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  tabel  masa  manfaat  
adalah sebagai berikut: 
 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Alat Tetap Lainnya  

(Barang Bercorak Kesenian) 
4 tahun 

 

Piutang 
Jangka 
Panjang 

d. Piutang Jangka Panjang 

⮚  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo 

atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak 

tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang 

adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti 

Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

⮚  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan 
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melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. 

⮚  TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai 

negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan 

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang 

diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak 

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang 

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

Aset 
Lainnya 

e. Aset Lainnya 

⮚  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset 

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset 

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran 

yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama 

dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi 

penggunaannya. 

⮚  Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto 

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi 

amortisasi. 

⮚  Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas 

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan 

amortisasi. 

⮚  Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan 

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam 

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak 

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.  Secara umum tabel 

masa manfaat adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 



Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Utara Semester I Tahun 2023 (Unaudited) 

 
  Catatan atas Laporan Keuangan 17  

Kelompok Aset Tak Berwujud 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Software Komputer 4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 
Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten 
Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman 
Semusim 

20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak 
Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 
Ekonomi Produser Fonogram 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70 

 

⮚  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak 

berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, 

disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan. 

Kewajiban (6) Kewajiban 

⮚  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

ekonomi pemerintah.  

⮚  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, 

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima 

dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian 

Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit 
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SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada 

tanggal Neraca. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang 

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 

lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

⮚  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung 

Ekuitas (7) Ekuitas 

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu 

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam 

Laporan Perubahan Ekuitas.  

Capaian 
Output 
Strategis 
Pada 
Perwakilan 
BPKP 
Provinsi 
Kalimantan 
Utara 

A.6. Capaian Output Strategis Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan 

Utara 

Capaian Output Strategis selama Tahun Anggaran 2023 yang telah dicapai 

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara adalah: 

1.  Program Dukungan Manajemen 
 

No Kode Output 
Strategis Uraian Output 

Alokasi 
Anggaran 

Realisasi 
Belanja 

Persenta
se 

Penyera
pan 

Target 
Keluaran 

Realisasi 
Volume 

Keluaran 

Progres 
Capaian 
Output (Rp) (Rp) 

  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP   

1 3676.EBA.994 Layanan Perkantoran Perwakilan 
BPKP Provinsi Kalimantan Utara 

13.509.767.000 7.444.101.640 55,10% 1 1 100.00% 

2 3676.EBA.962 Layanan Umum 570.910.000 287.230.701 50,31% 1 1 100.00% 

3. 3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal 215.892.000 71.891.500 33,30% 31 11 35,48% 

4. 3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 10.504.948.000 67.308.583 0,64% 1 0 0% 

    Sub Jumlah-1 24.801.517.000 7.870.532.424 31,73% 34 13 38,24% 

 
 2. Program Pengawasan Pembangunan 

 

No 
Kode 

Output 
Strategis 

Uraian Output 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Belanja Persentase 

Penyerapan 
Target 

Keluaran 

Realisasi 
Volume 

Keluaran 

Progres 
Capaian 
Output (Rp) (Rp) 

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah   

1 3701.FAG Pengawasan Pembangunan 
(Baseline) 

602.332.000 252.391.576 41,90% 10 5 50,00% 

2 3701.FAG Pengawasan Pembangunan 
(Penambahan Target-Penambahan 
Anggaran) 

1.052.190.000 444.512.995 42,25% 22 7 31,82% 

3 3701.UAG Pengawasan Pembangunan 
(Baseline) 

1.557.438.000 653.807.948 41,98% 26 9 35,62% 
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No 
Kode 

Output 
Strategis 

Uraian Output 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Belanja Persentase 

Penyerapan 
Target 

Keluaran 

Realisasi 
Volume 

Keluaran 

Progres 
Capaian 
Output (Rp) (Rp) 

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah   

    Sub Jumlah-2 3.211.960.000 1.350.712.519 42,05% 58 21 36,21% 

 
 


